BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 000> /K.Bawaslu/HM.00/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu), perlu pelayanan informasi publik

yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu
yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Bawaslu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2019;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan
Umum Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-
115.01.1.500100/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunannya
sebagaimana lampiran keputusan ini;
KEDUA : PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Pembina dan Pengarah PPID:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik;
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2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi
Publik yang ditetapkan oleh PPID;

3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap
Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan

4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;

2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
pemohon informasi; dan

4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi
Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi
Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan
PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi: dan
Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
publik.

e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

N

ook W

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-
masing Bagian untuk PPID;

2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi
yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka
pelayanan informasi Publik;

3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum: dan

4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap
adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan
oleh pemohon informasi.

f. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh
unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan
informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
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g. Tim Penghubung:
Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk
mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

h. Desk Informasi:

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk
menerima informasi dari Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;

2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon
informasi berdasarkan permohonan tertulis;

3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari
pemohon informasi kepada PPID;

4., Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID
kepada pemohon informasi;

5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy) kepada pemohon informasi  berdasarkan
persetujuan atau perintah PPID; dan

6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Bawaslu bertanggung jawab kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT . Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan
Umum Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: DIPA-
115.01.1.500100/2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta |
pada tanggal 3 Januan 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

—

ABHAN

Tembusan, Yth:
1. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
2 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan

3. Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR Hoo o)) /K.Bawaslu/HM.00/1/2019
TANGGAL 3 Januari 2019
SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM

PPID
| Pembina dan Pengarah
= an Ket |
etua Bawaslu PPID
Pembina dan Pengarah
2. | Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu
PPID
Pembina dan Pengarah
3. | Mochammad Afifuddin Anggota Bawaslu
PPID
Pembina dan Pengarah
4. | Rahmat Bagja Anggota Bawaslu
PPID
_ Pembina dan Pengarah
5. | Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu
PPID
. Penanggung Jawab /
6. | Gunawan Suswantoro Sekretaris Jenderal Bawaslu
Atasan PPID
. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan . )
7. | La Bayoni ) Tim Pertimbangan PPID
Pengawasan Pemilu
8. | Dermawan Adhi Santoso Kepala Biro Administrasi Tim Pertimbangan PPID
9. | Masykurudin Hafidz Tenaga Ahli Tim Pertimbangan PPID
10. | Sulastio Tenaga Ahli Tim Pertimbangan PPID
11. | Tarmizi Tenaga Ahli Tim Pertimbangan PPID
12. | Abdullah Tenaga Ahli Tim Pertimbangan PPID
13. | Purnomo Tenaga Ahli Tim Pertimbangan PPID
14 Ferdinand Eskol Tiar Kepala Biro Hukum, Humas dan Pejabat Pengelola Informasi
" | Sirait Pengawasan Internal dan Dokumentasi
Kepala Bagian Humas dan Antar Pengelola Informasi dan
15. | Hengky Pramono )
Lembaga pada Biro H2PI Dokumentasi
_ Pengelola Informasi dan
16. | Ibrahim Malik Tanjung Kepala Bagian Hukum pada Biro H2PI 9 !
Dokumentasi
Kepala Bagian Analisis Teknis P I
, engelola Informasi dan
17. | llham Pengawasan dan Potensi Pelanggaran gD ‘
tasi
pada Biro H2P! S
Kepala Bagian Pengawasan Interna i
18. | Asmin Safari Lubis p g g nal dan Pengelola Informasi dan

Tatalaksana pada Biro H2PI

Dokumentasi
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19.

Harimurti Wicaksono

Kepala Bagian Teknis Pengawasan
Pemilu pada Biro TP3

Pengelcla Informasi dan

Dokumentasi

20,

Yusti Erlina

Kepala Bagian Temuan dan Laporan
Pelanggaran pada Biro TP3

Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

21.

Hotma Maya Marbun

Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa
pada Biro TP3

Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

22,

Feizal Rachman

Kepala Bagian Sosialisasi
pada Biro TP3

Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

Kepala Bagian Umum

Pengelola Informasi dan

23. | Waliaji ‘ - _ _
pada Biro Administrasi Dokumentasi
. Kepala Bagian Perencanaan Pengelola Informasi dan
24, | Triyono N _ '
pada Biro Administrasi Dokumentasi
Kepala Bagian Keuangan Pengelola Informasi dan
25. | Pakerti Luhur P g 9

pada Biro Administrasi

Dokumentasi

26 Agung B.G.B Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan Pengelola Informasi dan
" | Indraatmaja pada Biro Administrasi Dokumentasi
Kasubbag Humas, Pejabat Fungsional
27. | Nurmalawati Pulubuhu Bagian Humas dan Antar Lembaga pada Pengelola Informasi dan
Biro H2PI Dokumentasi
o ] Pejabat Fungsional
_ Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi .
28. | Fara Dilla ) Pengelola Informasi dan
pada Biro H2P!I )
Dokumentasi
Pejabat Fungsional
. Kasubbag Hubungan Antar Lembaga .
29. [ Ahmad Ali Imron Pengelola Informasi dan

pada Biro H2P!I

Dokumentasi

30.

Radhityas Megha

Plt. Kasubbag Perundang-Undangan
pada Biro H2PI

Pejabat Fungsional
Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

Witra Evelin Maduma

Kasubbag Pemantauan Putusan dan

Pejabat Fungsional

3. Sinaga Bantuan Hukum pada Biro H2PI =engeiSlalnfornEs! gan
Dokumentasi
35 | piiSatia Kasubbag Analisis dan Dokumentasi Pe:;:::aat ;L\:Z?r:::ac:an
Hukum pada Biro H2PI
Dokumentasi
Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan, Pejabat Fungsional
33. | R Alief Sudewo Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Pengelola Informasi dan
Potensi Pelanggaran pada Biro H2PI Dokumentasi
Plt. Kasubbag Analisis Potensi . )
34. | Eko Agus Wibisono Pelanggaran Wilayah |, Bagian Analisis =ejabatRungsional

Teknis Pengawasan dan Potensi
Pelanggaran pada Biro H2PI

Pengelola Informasi dan

Dokumentasi
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Kasubbag Analisis Potensi Pelanggaran
Wilayah |, Bagian Analisis Teknis

Pejabat Fungsional

35. | Djoni Irfandi Pengelola Informasi dan
Pengawasan dan Potensi Pelanggaran )
Dokumentasi
pada Biro H2PI
Kasubbag Pemeriksa Keuangan Bagian Pejabat Fungsional
36. | Pirgok Pengawasan Internal dan Tatalaksana Pengelola Informasi dan
pada Biro H2PI Dokumentasi
Kasubbag Pemeriksa Kinerja Bagian Pejabat Fungsional
37. | Ahmad Syaichu Pengawasan Internal dan Tatalaksana Pengelola Informasi dan
pada Biro H2PI Dokumentasi
Pejabat Fungsional
_ Kasubbag Tata Usaha dan Tata Laksana _
38. | Hilton Tampubolon Pengelola Informasi dan
pada Biro H2PI ,
Dokumentasi
" Pejabat Fungsional
Kasubbag Partisipasi Masyarakat pada ,
39. | Bugi Kurnia Widianto 8 P y P Pengelola Informasi dan
Biro TP3 '
Dokumentasi
Pejabat Fungsional
Fathul Andi Rizky Kasubbag Peserta dan Penyelenggara )
40. Pengelola Informasi dan
Harahap Pemilu pada Biro TP3 )
Dokumentasi
Pejabat Fungsional
41. | Erni Kusumastuty Kasubbag Tata Usaha pada Biro TP3 Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Pejabat Fungsional
) Kasubbag Wilayah | Bagian Teknis )
42. | Filber Sidabutar . ) Pengelola Informasi dan
Pengawasan Pemilu pada Biro TP3 )
Dokumentasi
) _ ) Pejabat Fungsional
Kasubbag Wilayah Il Bagian Teknis
43. | Nur Awan Datu ) ) Pengelola Informasi dan
Pengawasan Pemilu pada Biro TP3
Dokumentasi
) ) . Pejabat Fungsional
. Kasubbag Wilayah Il Bagian Teknis
44, | Muharram Fajar Nugraha ) . Pengelola Informasi dan
Pengawasan Pemilu pada Biro TP3
Dokumentasi
Kasubbag Wilayah | Bagian Temuan dan Pejabat Fungsional
45. | Aufia Widodo Laporan Pelanggaran Pengelola Informasi dan
pada Biro TP3 Dokumentasi
Pejabat F i
48 | Maria Ameiia i Kasubbag Wilayah Il Bagian Temuan 5 jabat Fungsional
. aria Amelia Sinaga engelola i
dan Laporan Pelanggaran pada Biro TP3 ge Informasi dan
Dokumentasi
, ) Pejabat F i
Kasubbag Wilayah Ill Bagian Temuan yabat Fungsianal
47. | Lesmana

dan Laporan Pelanggaran pada Biro TP3

Pengelola Informasi dan

Dokumentasi
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Kasubbag Registrasi dan Analisa

Pejabat Fungsional

48. | M Yusuf _ Pengelola Informasi dan
Sengketa pada Biro TP3 )
Dokumentasi
o i Pejabat Fungsional
Kasubbag Administrasi Keputusan dan .
49. | Firdinan Islami Pengelola Informasi dan

Tindak Lanjut pada Biro TP3

Dokumentasi

Kasubbag Persidangan

Pejabat Fungsional

50. | M. Zarwan Pengelola Informasi dan
pada Biro TP3 .
Dokumentasi
da B Pejabat Fungsional
Kasub Data dan Informasi pada Biro ,
51. | Abdul Hakim asubbag Data ) Pengelola Informasi dan
Administrasi '
Dokumentasi
Pejabat Fungsional
dan Anggaran pada .
52. | Bashory Kasubbag Program dan Angg y Pengelola Informasi dan
Biro Administrasi .
Dokumentasi
d | . Pejabat Fungsional
Kasubbag Monitoring dan Evaluasi pada )
53. [ Nerry Arryati WEREAIng g Pengelola Informasi dan
Biro Administrasi )
Dokumentasi
. Pejabat Fungsional
Aditya Nugroho Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi pada .
54, Pengelola Informasi dan

Pamungkas

Biro Administrasi

Dokumentasi

Pejabat Fungsional

55. | Henry Dwi Prastowo Kasubbag Pengelolaan Keuangan Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
] Pejabat Fungsional
) Kasubbag Perbendaharaan pada Biro
56. | Ratna Sari o Pengelola Informasi dan
Administrasi )
Dokumentasi
_ Pejabat Fungsional
Kasubbag Persuratan dan Arsip pada
57. | Waller Lumban Gaol ) o . Pengelola Informasi dan
Biro Administrasi
Dokumentasi
Pejabat Fungsional
58 | Dadizs 1ea Kasubbag Rumah Tangga dan b JI - fngsmna
. | Dading Isdyan engelo [
s Persuratan pada Biro Administrasi S5 S RCINACKeEn
Dokumentasi
Pejabat Fungsi
_ Kasubbag Protokol pada Biro ) tngsional
59. | Joko Sutriono Pengelola Informasi dan

Administrasi

Dokumentasi

Kasubbag Sumber Daya Manusia pada

Pejabat Fungsional

60. | Iris Pramono Pengelola Infor [
Biro Administrasi g nformasi dan
Dokumentasi
Pejabat F ional
: Kasubbag Tata Usaha Pimpinan pada jabal Fungsio
61. | Rahmawati

Biro Administrasi

Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
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Kasubbag Tata Usaha Sekretaris

Pejabat Fungsional

62. | Trizia Novia Jenderal Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
63. | Agus Syaifuddin Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Tim Penghubung
64. | Haryo Sudrajat Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Tim Penghubung
65. | Pratiwi Eka Putri Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Tim Penghubung
66. | Andhika Pratama Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Tim Penghubung
67. | Ira Sasmita Staf Bagian Analisis Teknis Pengawasan Tim Penghubung
dan Potensi Pelanggaran
68. | Abdul Rahman Mansyur S iBagign FengawasEn HEalidan Tim Penghubung
Tatalaksana
69. | Christoper Tobing Staf Bagian Hukum Tim Penghubung
70. | Tri Indra Purnama Staf Bagian Teknis Pengawasan Pemilu Tim Penghubung
71. | Nuku Nugraha Salam SiASagan Tetmtian danZagori Tim Penghubung
Pelanggaran
72. | Redi Puja Kusuma Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Tim Penghubung
73. | Nurdiansyah Staf Bagian Sosialiasi Tim Penghubung
74. | Aldilla Yugha Staf Bagian Perencanaan Tim Penghubung
75. | Rizki Riana Putri Staf Bagian Keuangan Tim Penghubung
76. | Rosalina Afni Staf Bagian SDM dan TU Pimpinan Tim Penghubung
77. | Ambar Rosida Staf Bagian Umum Tim Penghubung
78. | Jaka Fajar Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Desk Informasi
79. | Erleine Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Desk Informasi
80. | Baguz Dwi Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Desk Informasi

BADAN PENGAWA

S PEMILIHAN UMUM

KETUA,

_%25'
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